BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.”

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan
menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut

asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah
hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang
dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang
jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan melakukan
penelitian secara langsung dilokasi penelitian terhadap pihak-pihak yang

terkait dalam hal peningkatan pembangunan daerah.

2 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1986, hlm 43



36

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala
Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Kantor Perwakilan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, dan
Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang
berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat

yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
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4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen.

5. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat
menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur,

makalah-makalah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu

meliputi kamus ensiklopedia, internet.

3.3  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis

menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan
perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan

tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.
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b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan
dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan narasumber
yakni Kepala Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Kantor
Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Lampung dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan
secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam
untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang
diperoleh sesuai dengan yang diharapan. Metode wawancara yang digunakan
adalah standartisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah
disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di
Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Lampung dan Kantor Biro Keuangan Provinsi Lampung pada tahun

2015.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses

melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah
masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah

data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut

bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
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c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap

pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

34 Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan
analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara
menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-
kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang
jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan
berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam
mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang

bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.



